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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB
KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, om swastiastu. Sudah lama kita enggak berjumpa,
ya? Sudah setahun, ya? Dari 2019, 2020. Ya, kami mengucapkan selamat
tahun baru untuk kita semua, mudah-mudahan tahun ini membawa
berkah untuk kita semua.

Hari ini agenda persidangan adalah Pengucapan Putusan, ada lima
perkara. Sebelumnya, kita mau panggil dulu pihak-pihak. Perkara Nomor
18/PUU-XVII/2019, hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Prinsipal di belakang kami, Bapak Suri Agung dan Ibu Aprilliani
Dewi.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Kuasa Hukum, hadir di samping kanan saya Muhammad Salman
Darwis dan saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Hukum, ya? Yang pakai batik? Ya, Saudara?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Ya, Kuasa Hukum, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Advokat, bukan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Belum, belum advokat, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh, belum? Baik. Kemudian, Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35/PUU-
XVII/2019: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir Kuasa Hukum, saya Yan
Christian Warinussy, di sebelah kiri saya Saudara Wahyu Wagiman, dan
di belakang ada hadir Saudara Judianto Simanjuntak, dan Saudara Fuad
Muhammad Busro. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Perkara Nomor 63/PUU-XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-
XVII/2019: ACHMAD HUSEIN BORUT

Hadir, Yang Mulia. Saya Achmad Husein Borut dan dua rekan
saya, Husen Bafaddal dan Rusdi Sanmas. Di sebelah kanan saya,
Prinsipal, Bapak Dayanto. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019?



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-
XVII/2019: SUPRIYONO

Yang Perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019 yang hadir Pemohon
sendiri, Yang Mulia. Supriyono. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-
XVII/2019/PUU-XVII/2019: MUNATSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 74/PUU-XVII/2019, saya
Munatsir Mustaman, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

KETUA: ANWAR USMAN
DPR? Silakan!
DPR: APRILLIA DESSY

Dari DPR diwakili oleh Badan Keahlian, Yang Mulia. Saya Aprillia
Dessy, sebelah kiri saya Refaini Hasna Ghassani, lalu Yosa Jeremia
Donovan. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?
PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, assalamualaikum wr.
wb. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan dari
Kejaksaan, Ibu Akadian Arafah. Kemudian, Pak Surdiyanto dari Kumham.
Kemudian, saya sendiri, Purwoko. Dari sebelah kiri saya dari Kementerian
Dalam Negeri, Ibu Kusuma Dwi Hartanti dan Bapak Bagus Penara.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan pengucapan Putusan Nomor 18/PUU-
XVII/2019.



PUTUSAN
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh
Satu, Aprilliani Dewi

Selanjutnya disebut sebagai =================n=-- Pemohon I
Dua, Suri Agung Prabowo
Selanjutnya disebut sebagai =================u=-- Pemohon II

Memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai --------
------ Para Pemohon

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca Keterangan DPR;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli para Pemohon;
Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli Presiden;
Mendengar dan Membaca Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh
Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon

dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a guo dan para Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

[3.11]

[3.12]

Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 15
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999)
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD
1945, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah
dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya
sebagai berikut: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10 (a, b, c) dianggap
dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan mengajukan
seorang orang ahli, bernama Tulus Abadi, yang telah didengar
dan dibaca keterangannya dalam sidang pada tanggal 24 April
2019 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk
Perkara).

Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan
tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019.

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan
Presiden (Pemerintah) dalam sidang tanggal 11 April 2019 dan
membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2019. Selanjutnya
Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang
diajukan Presiden pada persidangan tanggal 13 Mei 2019, yaitu
Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H. dan Aria Suyudi, S. H.,
L.LM, (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk
Perkara).

Menimbang bahwa dalam persidangan = Mahkamah telah
didengar keterangan ahli yang dihadirkan atas permintaan
Mahkamah Konstitusi yaitu 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr.
Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb pada persidangan tanggal
13 Mei 2019 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara);

Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara
saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para
pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, pada intinya
permohonan a guo menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2)
dan ayat (3) UU 42/1999 yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan
sebagaimana yang terurai pada Paragraf [3.7]. Terhadap dalil-
dali para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah
mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian
tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang
memberikan  kedudukan yang diutamakan kepada
pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan
secara constitutum posseisorium, di mana penyerahan
kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak milik atas
benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang
menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia
(debitur).

Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat
accesoir dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa
perjanjian pokoknya adalah berupa perjanjian pinjam-
meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan
uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia
adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud
maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi
artinya kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai
kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (asas droit
de preference) di samping itu juga melekat asas bahwa
Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut
berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta asas
bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas yang artinya
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan.

Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang
bersifat mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan
Fidusia. mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat
eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia
tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia
yang di dalamnya tercantum irah-irah “"DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan
demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



[3.13]

Menimbang bahwa setelah mencermati prinsip-prinsip
perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan tersebut
dalam Paragraf [3.12] selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang
menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari
undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek
hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam
perjanjian Jaminan Fidusia tersebut;

Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi
hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak
penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai
kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada
kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-
piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar
kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan
pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara
melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah
satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya
penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur
kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang
yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih
menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara
fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada
debitur berdasarkan asas kepercayaan.

Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia
yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak
sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum
yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah
kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang
berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan
terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur,
dan objek hak tanggungan. Dengan identifikasi terhadap
persoalan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan sejauh mana Undang-
Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal
yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja
dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian
hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh
suatu perjanijian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam
perjanjian fidusia tersebut.



25.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap

dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan
dengan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum
maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam
perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan
Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma
yang mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia
terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan oleh para
Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999.
Norma yang termuat dalam pasal & guo merupakan norma
yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat
dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat
dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur)
yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik
terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.
Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal
15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial”
terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia
mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya
putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara
keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama
sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna
sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami
bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat
kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena
sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika
pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera
janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam
perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah
menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur
dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur
dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan
penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan
eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana
diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang
bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan
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[3.15]

adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara
pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga
objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum
dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua
elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a guo, vyaitu
“titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,
berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang
seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia
(kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk
pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi,
adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada
kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur
yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang
sama, vaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan
pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji
(wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan
objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata
lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera
janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur
(penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada
deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau
pembelaan diri.

Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal
tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada
kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia sebagaimana
diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, penting bagi
Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip
adanya penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur
selaku pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia.
Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek
fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi
perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya
ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia
(debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena
pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak
yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi
perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara
terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara
sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur
(pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah
perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi
keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata).



[3.16]

Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 vyang memberikan “titel  eksekutorial” dan
“mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat
berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang
dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan eksekusi
sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah
berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui
proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi
logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur
selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual
telah) menimbulkan adanya—tindakan sewenang-wenang dan
dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa
ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur
(atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan
mengabaikan hak-hak debitur.

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan di atas
sesungguhnya telah tampak adanya persoalan konstitusionalitas
dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, oleh karena Pasal
15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 ayat
(3) UU 42/1999 ... kurang 91 ... 1, supaya di tambah! Selain
karena permohonan para Pemohon a guo juga mendalilkan
kaitan demikian dalam permohonannya, maka Mahkamah akan
mempertimbangkan terlebih dahulu konstitusionalitas norma
Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.

Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata
ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU
42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi
merupakan  konsekuensi yuridis akibat adanya ‘“titel
eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung
dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.

Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999
berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang
kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur)
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji”
itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan?
Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-
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[3.17]

Undang a guo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut
membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian
hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur)
telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya
kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia
(kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan
demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal
15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan
konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan
permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya
diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu
ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara
pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan
pemberi  fidusia  (debitur) dinyatakan “cidera janji”
(wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang
terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh
tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya.
Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya
penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji”
dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya
ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat
hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan
kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan
fidusia dengan harga yang wajar.

Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik
berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun
berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur)
dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya
kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek
jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering
menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan”
dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa
untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah
melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh
penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan
martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya
persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun
sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan
arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur
atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud
harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.
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Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh
penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196
HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk
memenuhi isi keputusan itu dengan damaj, maka fihak yang
menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun
dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut
pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu
Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta
memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam
tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya
delapan hari”.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa
bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan
hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia
(kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur)
dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara
formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa
keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara
pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur)
serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan
dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat
kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia
(kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat
permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi
hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan
debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi
objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan
penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi
fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji”
sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda
yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia
(kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima
fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang
sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya
“cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan
benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka
menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia
(kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate
eksekus/). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana
pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera
janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara
sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,
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[3.18]

maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan
eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan
pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan
demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur)
dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara
seimbang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk
menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat
dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah
terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan
dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara
itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya
frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional
sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak
ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar
kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar
upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”,
sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar
putusan perkara a guo,

Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana vyang akan
ditegaskan dalam amar putusan perkara a guo tidaklah serta-
merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan
fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia,
sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian
Mahkamah & guo. Dengan demikian, baik eksekusi yang
dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan
dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui
pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian
dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam
proses pelaksanaan eksekusi. Bantuan demikian sudah
merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri
menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara
perdata pada umumnya.
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[3.19]

[3.20]

[3.21]

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional
terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam
norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” dalam norma
Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak
memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah
berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999,
maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya
harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian
Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat
(2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia
yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum
dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”,
sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar
putusan perkara a guo. Oleh karena itu tata cara eksekusi
sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan lain dalam Undang-Undang & gqguo, disesuaikan
dengan Putusan Mahkamah a guo;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2)
dan ayat (3) UU 42/1999 dapat dibenarkan oleh Mahkamabh,
namun oleh karena pemaknaan terhadap frasa “kekuatan
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap” sebagaimana yang termuat dalam
norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dan frasa “cidera janiji”
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UU
42/1999, seperti halnya yang dimohonkan oleh para Pemohon
berbeda dengan pendirian Mahkamah di dalam memaknai
frasa-frasa dalam norma-norma dimaksud. Oleh karena itu
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian
Mahkamah di dalam memaknai ketentuan norma Pasal 15 ayat
(2) dan ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999,
sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf [3.18] dan
Paragraf [3.19] di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan
para Pemohon selebihnya dipandang tidak relevan dan oleh
karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
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26.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a guo,

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum

untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

1.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan
frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang
tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap”;

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara
sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara
kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum vyang
menentukan telah terjadinya cidera janji”.
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4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan
eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia
yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih,
Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua
puluh lima, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu
dua puluh, selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim
konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden
atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 35/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
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27.

[1.2]

1. Nama : Zadrack Taime  selanjutnya disebut -------
Pemohon I;

2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 dianggap dibacakan.
14. Nama :  Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI)
selanjutnya disebut ----------=======mmrmmoe oo Pemohon XIV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal, 11
Januari 2019 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Yan
Christian Warinussy, S.H., dan kawan-kawan bertindak baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon XIV disebut sebagai --------
Para Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]
[3.4]
[3.5]

dianggap dibacakan.

dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para
Pemohon sebagai berikut ... kurang kata Para itu, ya:

1. Bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian

dalam permohonan a guo adalah:

a. frasa dalam Konsiderans bagian “Menimbang” dalam UU
12/1969 yang menyatakan, “bahwa sebagai tindak lanjut dari
hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian
Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia” dan

b. Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang
menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act
of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah
Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi
rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan
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positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa
kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa
persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan
dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan
Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut
adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh
pihak manapun.”

2. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, tanpa perlu
terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi para Pemohon
sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah ternyata bahwa
substansi ketentuan yang oleh para Pemohon dianggap telah
merugikan hak konstitusionalnya (dan yang sekaligus
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya) sesungguhnya
adalah keabsahan peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa
hukum internasional, yang bernama Penentuan Pendapat
Rakyat atau PEPERA (Act of Free Choice) yang terjadi atau
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan diakui oleh
Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV). Hal itu tampak jelas
dan eksplisit baik dalam uraian para Pemohon mengenai
kedudukan hukumnya (vide Perbaikan Permohonan halaman 6-
12) maupun dalam uraian para Pemohon mengenai pokok
permohonan atau alasan-alasan pengajuan permohonan a guo
(vide Perbaikan Permohonan halaman 12-18). Adapun undang-
undang yang dimohonkan penguijian dalam permohonan a guo,
yaitu UU 12/1969, adalah undang-undang yang merupakan
tindak lanjut secara nasional dari peristiwa hukum internasional
dimaksud.

3. Bahwa, secara hukum internasional, peristiwa hukum yang
dinamakan PEPERA tersebut adalah bagian dari persoalan
suksesi negara (succession of state). Secara teori maupun
berdasarkan hukum internasional positif, misalnya sebagaimana
diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara
dalam hubungan dengan Perjanjian Internasional (Vienna
Convention on Succession of States in respect of Treaties),
peristiwva yang diakui sebagai bagian dari peristiwa suksesi
negara (factual state successions) di antaranya adalah
peristiwa-peristiwa berikut:

a. penyerapan (absorbtion), dalam hal ini terjadi peristiwa di
mana suatu negara diserap oleh dan menjadi bagian dari
negara lain atau suatu wilayah yang sebelumnya merupakan
wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu otoritas
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kemudian diserap oleh suatu negara dan menjadi bagian dari
negara itu;

. penggabungan (wnion atau unification), dalam hal ini terjadi
peristiwa di mana dua atau lebih negara bergabung menjadi
satu negara; jadi, dalam hal ini, terjadi penggabungan dua
atau lebih subjek hukum internasional (dalam arti negara)
menjadi satu subjek hukum internasional;

. pemecahan (dismemberment), dalam hal ini terjadi peristiwa
di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa
negara baru. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa negara yang
lama (predecessor state) sama sekali lenyap dan muncul
beberapa negara baru sebagai negara-negara pengganti
(successor states), keadaan demikian dinamakan wniversal
state succession. Namun, dapat pula terjadi di mana satu
negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara tetapi
negara yang lama (predecessor state) masih tetap ada,
hanya (luas) wilayahnya yang berubah;

. kombinasi pemecahan dengan penyerapan, dalam hal ini
terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah
menjadi beberapa bagian dan bagian atau bagian-bagian
tersebut diserap oleh satu atau beberapa negara lain;

. negara-negara merdeka baru (newly independent states),
dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu wilayah yang
sebelumnya menjadi bagian dari wilayah negara lain atau
merupakan daerah jajahan memerdekakan diri sebagai
negara atau negara-negara berdaulat;

Dalam hubungannya dengan permohonan & guo, PEPERA
adalah peristiwa suksesi negara dalam jenis atau kelompok
yang pertama (huruf a). Peristiwa tersebut telah nyata-nyata
terjadi dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi
2504 (XXIV). Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV)
dimaksud menyatakan:

The General Assembly,

Recalling its resolution 1752 (XVII) of 21 September 1962,
in which it took note of the Agreement of 15 August 1962
between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the
Netherlands concerning West New Guinea (West Irian),
acknowledged the role conferred upon the Secretary-General
in the Agreement and authorized him to carry out the tasks
entrusted to him therein,

Recalling also its decision of 6 November 1963 to take note
of the report of the Secretary-General on the completion of
the United Nations Temporary Executive Authority in West
Irian.

Dan seterusnya sampai dengan
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Noting that the Government of Indonesia, in implementing

its national development plan, is giving special attention to

the progress of West Irian, bearing in mind the specific
conditions of its population, and that the Government of the

Netherlands, in close cooperation with the Government of

Indonesia, will continue to render financial assistance for this

purpose, in particular through the Asian Development Bank

and the institutions of the United Nations,

1. Takes note of the report of the Secretary-General and
acknowledges with appreciation the fulfiment by the
Secretary-General and his representatives of the tasks
entrusted to them under the Agreement of 15 August
1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom
of the Netherlands concerning West New Guinea (West
Irian);

2. Appreciates any assistance provided through the Asian
Development Bank, through institutions of the United
Nations or through other means to the Government of
Indonesia in its efforts to promote the economic and social
development of West Irian.

1813th plenary meeting,

19 November 1969.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB (Charter of the

United Nations, selanjutnya disebut Piagam), Majelis Umum

(General Assembly) adalah salah satu organ utama PBB yang

beranggotakan negara-negara anggota PBB [Pasal 9 ayat (1)

Piagam]. Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis

Umum diberikan fungsi-fungsi tertentu yang berdasarkan

fungsi-fungsi dimaksud kemudian dirumuskan kewenangan-

kewenangan tertentu. Berkait dengan fungsi Majelis Umum,

Pasal 10 Piagam menyatakan, "The General Assembly may

discuss any questions or any matters within the scope of the

present Charter or relating to the powers and functions of
any organs provided for in the present Charter, and, except
as provided in Article 12, may make recommendations to the

Members of the United Nations or to the Security Council or

to both on any such questions or matters” (Majelis Umum

dapat membicarakan masalah apa pun atau hal apa pun
yang berada dalam ruang lingkup Piagam ini atau yang
berkait dengan kekuasaan dan fungsi dari setiap organ yang
disebutkan dalam Piagam ini, dan, kecuali yang disebutkan
dalam Pasal 12, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada

Anggota PBB atau kepada Dewan Keamanan atau kepada

keduanya berkenaan dengan masalah-masalah atau hal-hal

tersebut). Secara hukum internasional, dalam konteks fungsi
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Majelis Umum demikian itulah keberadaan Resolusi 2504
(XXIV) harus dipahami. Artinya, dikeluarkannya Resolusi
2504 (XXIV) adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Maijelis
Umum PBB sebagaimana ditegaskan dalam Piagam.

Oleh karena itu, mendalilkan adanya kerugian hak
konstitusional dari ketentuan dalam UU 12/1969, yang
notabene adalah undang-undang yang menindaklanjuti suatu
peristiwva hukum internasional yang sah, /n casu PEPERA
yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB dan diakui
oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV), sama
artinya “memaksa” Mahkamah untuk menilai keabsahan
tindakan PBB, /n casu Majelis Umum. Mahkamah jelas tidak
memiliki kewenangan demikian. Jangankan Mahkamah,
bahkan Mahkamah Internasional (International Court of
Justice, I1CJ) pun, yang notabene berdasarkan Pasal 92
Piagam adalah organ yudisial utama PBB dan berdasarkan
Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi
untuk mengadili masalah hukum internasional apa pun, tidak
serta-merta atau secara otomatis dapat melaksanakan
yurisdiksinya itu dengan mengabaikan ketentuan tentang,
misalnya, subjek yang boleh menjadi pihak di hadapan ICJ]
(yaitu hanya negara-negara) dan persetujuan dari pihak-
pihak bersengketa yang menyatakan bahwa mereka sepakat
menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada ICJ.

4. Bahwa, sejalan dengan pertimbangan pada angka 2 dan 3 di
atas dan dengan mengikuti alur penalaran dari para Pemohon
sendiri, sebagaimana tertuang dalam uraian para Pemohon
mengenai kedudukan hukumnya maupun dalam uraian
mengenai pokok permohonannya, maka akan diperoleh alur
penalaran sebagai berikut:

a. diundangkannya UU 12/1969 adalah sebagai tindak lanjut
dari pelaksanaan PEPERA (Act of Free Choice) 2 Agustus
1969 yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB,
sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang”
dan Penjelasan Umum UU 12/1969;

b. PEPERA (Act of Free Choice) dimaksud diakui keabsahannya
oleh Majelis Umum PBB sebagaimana tertuang dalam
Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV), 19
November 1969.

Oleh karena itu, menjadi tidak logis untuk menyatakan suatu
undang-undang yang melaksanakan atau menindaklanjuti
suatu peristiwa hukum vyang absah menurut hukum
internasional sebagai undang-undang yang merugikan hak
konstitusional seseorang atau sekelompok orang tanpa
terlebih dahulu mempersoalkan keabsahan peristiwa hukum
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internasional yang ditindaklanjuti dimaksud, /n casu PEPERA
(Act of Free Choice) yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum
PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Namun,
Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai
keabsahan baik PEPERA (Act of Free Choice) maupun
Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19
November 1969 yang mengakui keabsahan PEPERA (Act of
Free Choice) dimaksud.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada
angka 1 sampai dengan angka 4 di atas telah ternyata
bahwa secara substansial para Pemohon sesungguhnya
mempersoalkan keberadaan PEPERA (Act of Free Choice) 2
Agustus 1969 yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Oleh karena itu
tidak ada persoalan kerugian hak konstitusional yang lahir
sebagai akibat dari berlakunya frasa “bahwa sebagai tindak
lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang
menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia” dalam  Konsiderans
“Menimbang” UU 12/1969 dan Penjelasan Umum (I) UU
12/1969 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di
Irian Barat (Act of Free Choice) dan seterusnya sampai
dengan pihak manapun.” Oleh karena tidak terdapat
persoalan kerugian hak konstitusional maka Mahkamah
berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a guo.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas, bukan berarti undang-undang yang bersumber dari Resolusi
Majelis Umum PBB termasuk dalam hal ini UU 12/1969 tidak dapat
dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun oleh karena Undang-
Undang @ qguo yang berasal dari hasil Keputusan Dewan
Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut merupakan
produk hukum yang menyangkut pembentukan daerah, /n casu
Provinsi Irian Barat, adalah sah dan final, seandainya pun terdapat
persoalan konstitusionalitas dan sepanjang tidak mempersoalkan
keabsahan suatu peristiwa hukum internasional maka yang dapat
mewakili kepentingan masyarakat provinsi tersebut termasuk
dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon adalah Pemerintahan
Daerah dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi. Penegasan hal demikian telah beberapa kali
ditegaskan Mahkamah dalam permohonan yang terkait dengan
kepentingan daerah termasuk di dalamnya pembentukan daerah.
Pendirian Mahkamah demikian dapat dibaca dalam, di antaranya,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016;
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28.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan tidak berkaitan
dengan persoalan konstitusionalitas dan para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
guo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh pokok
permohonan para Pemohon.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a guo,
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi
Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin
Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu
dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.06 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya,
Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili.

Selanjutnya.
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29.

PUTUSAN
Nomor 63/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

[1.2]

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Parliament Responsive Forum (PAMOR)

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 September 2019 memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Husen Bafaddal, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai -------------========-mmmmumm- Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]
[3.2]

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-
undang, /n casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maka
Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.
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Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]

[3.4]

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu: a sampai d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b,

dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-

ITII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,

telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, ¢, d, e, dianggap

dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat

(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas
kata “hari” dalam Pasal 143 ayat (2); kata “temuan” dalam
Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 143 ayat (3) UU
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang rumusan
masing-masing ayat selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) dianggap dibacakan.
Pasal 143 ayat (3) dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon, vyaitu Parliament Responsive Forum
(PAMOR), adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan: ™ 1.
Menumbuhkembangkan institusi Parlemen yang amanah dan
kredibel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui
triftungsi Parlemen. 2. Menumbuhkembangkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan anti korupsi melalui clean
legislative. 3. Menumbuhkembangkan budaya politik yang
demokratis”, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Akta
Pendirian Parliament Responsive Forum disingkat PAMOR (vide
Bukti P-3);

3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, yang hak tersebut menurut Pemohon
dirugikan oleh keberlakuan kata “hari” dalam Pasal 143 ayat
(2) selama kata tersebut tidak dimaknai sebagai “hari kerja”;
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kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3); serta
Pasal 143 ayat (3) selama ayat tersebut tidak dimaknai
sebagai “tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam hal
tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa
melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa
Pemilihan dilakukan melalui adjudikas/’ UU Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai organisasi yang
bergiat dalam upaya menumbuhkan budaya politik demokratis
ketentuan a guo menurut Pemohon telah merugikan karena
tidak sejalan dengan prinsip Pilkada demokratis yang
mensyaratkan kepastian hukum dan keadilan;

Bahwa Pemohon, menurut Mahkamah, telah menjelaskan
kedudukannya sebagai badan hukum publik dan telah pula
membuktikan bahwa Dayanto, S.H., M.H. dan Muhammad Alfa
Sikar masing-masing adalah Direktur dan Sekretaris Jenderal
PAMOR yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
pengurus serta mewakili PAMOR [vide Bukti P-3];

Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional, Pemohon menyatakan mengalami kerugian
demikian karena Pemohon bertujuan untuk
menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis.
Tujuan organisasi tersebut ditegaskan melalui kegiatan
Pemohon berupa “Melakukan pendampingan, pengawasan,
dan evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-
undangan terutama pembentukan Undang-Undang dan
Peraturan Daerah yang partisipatif dan aspiratif”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 ayat (1)
Akta Pendirian PAMOR tersebut, Pemohon mendalilkan
sebagai badan hukum yang concern kepada undang-undang
demi kepentingan publik sehingga mempunyai kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a guo;

Bahwa terhadap keterangan Pemohon demikian, Mahkamah
menilai memang benar dalam Pasal 4 angka 1 Akta Pendirian
PAMOR diatur bidang kegiatan Pemohon yang salah satunya
adalah mendampingi, mengawasi, dan mengevaluasi undang-
undang dan peraturan daerah. Namun setelah mencermati
ketentuan Pasal 3 serta membaca secara sistematis akta
pendirian tersebut secara menyeluruh, menurut Mahkamah,
PAMOR merupakan organisasi yang menitikberatkan
kegiatannya pada pengawasan dan pengembangan kualitas
parlemen;

Bahwa dalam konteks pengajuan permohonan pengujian
undang-undang, posisi Pemohon yang demikian akan tepat
jika Pemohon mengajukan pengujian undang-undang yang
mengatur institusi parlemen atau mengatur kelembagaan
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30.

parlemen. Adapun norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian oleh Pemohon, yaitu kata “hari” dalam Pasal 143
ayat (2); kata “temuan” dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat
(3); serta Pasal 143 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, menurut Mahkamah bukan produk hukum yang
mengatur institusi/kelembagaan parlemen, sehingga hal
demikian berada di luar bidang kegiatan Pemohon (PAMOR)
dan karenanya tidak terdapat hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh keberadaan
ketentuan Undang-Undang a quo;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  demikian,
Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan & quo;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan @ guo namun Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak
akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan  di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan
seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap
Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Enny
Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P.
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
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31.

empat belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua
puluh, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
dan delapan Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dengan
dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 67/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh: Supriyono
Selanjutnya disebut sebagai-----------------===-==mmmmmmeu-- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan & guo, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan.
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Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 38
ayat (1) UU 14/2008, Pemohon mengemukakan argumentasi
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk
Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU
14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah kewajiban
Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa
informasi publik.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-24 dan bukti video;

Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan
Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak
terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta
keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan
permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih

jauh permohonan a guo, oleh karena terhadap Pasal 38 ayat (1)
UU 14/2008 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus
oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-XVII/2019,
bertanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu,
Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah
permohonan Pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujian
kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK yang selengkapnya
menyatakan:

Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Terlepas dari alasan permohonan a guo, penting bagi Mahkamah
menegaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
45/PUU-XVII/2019, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok
permohonan dikarenakan permohonan Pemohon kabur. Oleh
karenanya meskipun permohonan Pemohon berkenaan dengan
pengujian norma yang sama dengan permohonan Nomor 45/PUU-
XVII/2019, yakni pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, namun
oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh
Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak tunduk pada Pasal
60 UU MK sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan Pemohon.
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[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (1) UU
14/2008 telah menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya
karena adanya ketidakjelasan mengenai waktu dimulainya proses
penyelesaian sengketa. Terhadap dalil Pemohon tersebut
Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai

berikut:
1. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Norma &
guo juga menjamin hak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.

Pasal 28F UUD 1945 ini sejalan dengan Article 19 Universal
Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa:
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information and ideas through
any media and regardless of frontiers.

Dengan adanya jaminan demikian, maka hak untuk
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang
melekat pada setiap warga negara, oleh karenanya jaminan hak
untuk memperoleh informasi ini pun ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang & quo
menyatakan bahwa:

Ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

2. Bahwa, terlepas dari dimungkinkannya dilakukan pembatasan
terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal
28] ayat (2) UUD 1945, oleh karena hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia maka tuntutan adanya
keterbukaan informasi publik menjadi konsekuensi logis dari
pemenuhan hak dimaksud. Keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting bagi negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata
kelola penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik sehingga penyelenggaraan
negara dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU 14/2008 ditegaskan
mengenai pentingnya keberadaan UU a guo sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk
memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik
menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban
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Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan informasi;

4. Bahwa pentingnya keterbukaan informasi ditandai pula dengan
adanya hak bagi setiap pemohon informasi publik untuk
mengajukan keberatan apabila permintaan informasinya
ditolak, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, dikenakan biaya tidak
wajar atau penyampaian informasi yang diminta melebihi waktu
yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 35 ayat (1) UU
14/2008]. Bahkan apabila pemohon informasi publik merasa
bahwa tanggapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan, yang
bersangkutan dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota [vide Pasal 37 UU 14/2008];

[3.12] Menimbang bahwa setelah  mempertimbangkan hal-hal
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.11], terhadap dalil
Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan
Mahkamah adalah apakah benar Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008
menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan
konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

[3.12.1] Bahwa penting bagi Mahkamah mengutip kembali
secara utuh Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 yang
menyatakan bahwa " Komisi Informasi Pusat dan
Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota harus mulai mengupayakan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah menerima
permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.
Ketentuan dalam ayat ini mengandung norma
keharusan yang tidak boleh dilanggar walaupun tidak
ditentukan secara langsung sanksinya karena berkaitan
langsung dengan proses dalam hukum acara Komisi
sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya
dan berikutnya. Oleh karena itu perlu ditentukan
batasan waktu bahwa dalam waktu tidak boleh lebih
dari 14 (empat belas) hari kerja Komisi Informasi baik
di pusat maupun di daerah harus mulai mengupayakan
proses penyelesaian sengketa informasi publik apakah
akan melalui mediasi dan/atau melalui proses ajudikasi
nonlitigasi.
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Namun demikian pelaksanaan ketentuan mengenai
penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur
dalam Pasal 38 UU 14/2008 tidak dapat dipahami
secara berdiri sendiri karena substansinya bertalian erat
dengan pasal-pasal sebelumnya dalam UU a guo yang
mengatur mengenai “Keberatan Dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Komisi Informasi”. Berkenaan dengan
hal tersebut Pasal 35 ayat (1) UU a quo telah
menentukan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik
dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  berdasarkan alasan: (a) adanya
penolakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan pengecualian  yang ditentukan dalam Pasal
17; (b) tidak disediakannya informasi berkala sesuai
dengan ketentuan Pasal 9; (c) tidak adanya tanggapan
atas permintaan informasi; (d) permintaan informasi
ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (e) tidak
dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya
yang tidak wajar; dan/atau (g) penyampaian atas
informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU a
quo.

Keberatan tersebut di atas diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan adanya alasan
pengajuan keberatan [vide Pasal 36 ayat (1) UU
14/2008]. Selanjutnya, atasan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU a gqguo
memberikan tanggapan terhadap keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis
tersebut disertakan sekaligus bersama dengan
tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan
putusan yang telah ditetapkan oleh bawahannya.
Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi sesuai dengan kewenangannya,
dalam proses keberatan tersebut, tidak memuaskan
maka Pemohon Informasi Publik diberi kesempatan
untuk mengajukan upaya penyelesaian sengketa
informasi  publik kepada Komisi Informasi pusat
dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pada
konteks ini, ditentukan juga batasan waktu untuk upaya
penyelesaian sengketa informasi publik, yakni dapat
diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
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hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
atasan pejabat [vide Pasal 37 UU 14/2008]. Setelah
mekanisme dalam Pasal 37 UU 14/2008 ditempuh oleh
Pemohon Informasi Publik, baru dapat dilanjutkan
dengan pelaksanaan Pasal 38 UU 14/2008 yakni Komisi
Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah menerima permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik.

Sesuai dengan hukum acara proses penyelesaian
sengketa informasi publik, mediasi yang menjadi pilihan
sukarela para pihak (pemohon dan termohon) hanya
dapat digunakan untuk proses penyelesaian sengketa
informasi karena adanya alasan: tidak disediakannya
informasi berkala; tidak ditanggapinya permintaan
informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana vyang diminta; tidak dipenuhinya
permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak
wajar; dan/atau penyampaian informasi yang
melebihi waktu yang diatur dalam UU & quo [vide
Pasal 40 ayat (2) UU 14/2008]. Mediasi tersebut
dilakukan melalui  bantuan  mediator  komisi
informasi. Sementara itu, untuk penyelesaian melalui
proses ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya
dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan
tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau
para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para
pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan
[vide Pasal 42 UU 14/2008].

Tahapan dalam proses pengajuan keberatan dan
penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi
Informasi seharusnya ditempuh oleh siapapun yang
mengajukan permohonan sebagaimana uraian di atas.
Dalam permohonan Pemohon & guo, tanpa
menguraikan tahapan di atas apakah sudah ditempuh
atau belum, Pemohon dalam dalilnya
mempermasalahkan bahwa dalam praktiknya tenggat
waktu dimulainya upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik oleh Komisi Informasi baik dengan
mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi berbeda-beda
walaupun Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 telah mengatur
mengenai tenggat waktu harus dimulainya upaya
penyelesaian sengketa informasi publik yaitu paling
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[3.12.2]

[3.12.3]

lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah memeriksa dengan
saksama bukti-bukti berupa Putusan dan Ketetapan
Komisi Informasi Pusat yang Pemohon ajukan (vide
Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13), yang merupakan
Putusan dan Ketetapan yang dapat diakses publik pada
laman resmi Komisi Informasi Pusat. Dari bukti-bukti
Putusan dan Ketetapan yang diajukan Pemohon,
Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan waktu
untuk memulai upaya penyelesaian Sengketa Informasi
Publik yang cukup mencolok;

Pada permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor
002 dan seterusnya upaya penyelesaian sengketa baru
mulai dilakukan 10 bulan sejak permohonan
diregistrasi. Sedangkan untuk Permohonan Sengketa
Informasi Publik Nomor 003 dan seterusnya upaya
penyelesaian sengketa dimulai 16 bulan sejak
permohonan  diregistrasi. Lain halnya dengan
Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 020 dan
seterusnya di mana upaya penyelesaian sengketa baru
dimulai setelah 22 bulan sejak permohonan diregistrasi;
Demikian halnya dengan waktu dimulainya upaya
penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi
yang juga bervariasi. Dalam bukti yang dilampirkan
Pemohon, Permohonan Sengketa Informasi Publik yang
diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,
yakni Permohonan Nomor 1797 dan seterusnya
diregistrasi tanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P-8), pada
tanggal 16 Mei 2019 sudah dimulai Sidang Pemeriksaan
Awal untuk penyelesaian sengketa a guo (vide bukti P-
9). Sementara itu, untuk permohonan Sengketa
Informasi Publik di Provinsi Banten yang diregistrasi
dengan Nomor 026 dan seterusnya, upaya penyelesaian
sengketa baru mulai dilakukan 5 bulan sejak diregistrasi
(vide bukti P-21). Sedangkan permohonan Sengketa
Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah yang
diregistrasi dengan Nomor 001 dan seterusnya, upaya
penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 3 bulan
sejak diregistrasi (vide bukti P-22).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada
Paragraf [3.12.2] telah ternyata permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan
oleh Pemohon kepada Komisi Informasi baik pusat dan
daerah  telah diregistrasi setelah  diterimanya
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32.

permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
tersebut (vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13).
Persoalannya ternyata terletak pada pelaksanaan upaya
penyelesaiannya yang seharusnya dalam tenggat waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya berkas permohonan dan telah diregistrasi.
Dengan demikian, pembatasan 14 (empat belas) hari
kerja yang ditentukan dalam norma Pasal 38 ayat (1)
UU 14/2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian
harus sudah dimulai 1 (satu) hari kerja setelah
permohonan diterima dan diregistrasi. Pembatasan
demikian dimaksudkan agar penyelesaian sengketa
informasi publik sejalan dengan asas penyediaan dan
pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu
adanya persoalan berlarutnya proses upaya
penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana
yang dicontohkan oleh Pemohon adalah persoalan
implementasi yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan
hal ini bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap
ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 tidak terdapat
persoalan konstitusionalitas norma karena yang
sesungguhnya terjadi adalah persoalan implementasi

norma.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan

menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Mahkamah ... tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan
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seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P
Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede
Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, dan pada
hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Desember, tahun dua ribu
sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan
Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.32
WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu
oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
Nomor 74/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, masing-masing
sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda);

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 November 2019 memberi
kuasa kepada ... dengan hak substitusi kepada M. Maulana
Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon;
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[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2], dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], dianggap dibacakan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan & guo, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum  mempertimbangkan  pokok
permohonan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan keterkaitan permohonan & quo dengan
ketentuan Pasal 60 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan
saksama permohonan Pemohon, berkenaan dengan Pasal 173
ayat (1) UU Pemilu yang diajukan permohonan oleh Pemohon
ternyata telah pernah diuji konstitusionalitasnya dengan dasar
penguijian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945 dan kemudian telah diputus Mahkamah melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11
Januari 2018, dengan amar putusan yang pada pokoknya
menyatakan:

“ 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa "telah ditetapkan,”dan seterusnya,

3. Menyatakan Pasal 173 dan seterusnya,

4.Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,;
5.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinyad”;

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum perihal Pasal 173 ayat (1)
UU Pemilu sudah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh
Mahkamah, dikaitkan dengan permohonan a guo yang ternyata
juga menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28, Pasal 28D ayat
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[3.9]

(1) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, ternyata putusan a
guo memaknai atau menggunakan dasar ... memakai atau
menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28,
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ihwal keterkaitan tersebut,
ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “7erhadap
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di
atas telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam
permohonan & quo adalah di antaranya sama, yaitu Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga permohonan a
guo tidak dapat diajukan kembali.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembatasan yang
diatur dalam pasal ... dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK di
atas terdapat ... dapat dikecualikan sesuai dengan Pasal 60 ayat
(2) UU MK yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK
tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan
Pemohon ternyata dasar pengujian berbeda ... ternyata dasar
pengujian berbeda atau baru yang dimaksudkan oleh Pemohon
pada pokoknya adalah telah terbukti dalam Pemilu 2019
penyederhanaan kepartaian tidak efektif dengan memperberat
verifikasi partai politik (vide angka 5 Perbaikan Permohonan, him.
3). Selain itu, lebih jauh Pemohon menambahkan, jika yang
diinginkan partai politik yang lebih sederhana, seharusnya sejak
sudah ... sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam
pemilu yang diperberat. Jangan partai politik yang susah-payah
ikut pemilu kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti
pemilu berikutnya (vide angka 44 permainan ... Perbaikan
Permohonan, him. 15).

Bahwa terhadap argumentasi atau dalil Pemohon vyang
menyatakan ihwal adanya dasar permohonan yang baru, setelah
Mahkamah mencermati keseluruhan permohonan Pemohon,
Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai adanya
argumentasi konstitusional baru yang diajukan Pemohon. Dalam
permohonannya, Pemohon tidak menerangkan basis argumentasi,
baik fakta hukum maupun teori/konsep, yang membuat Pemohon
menyimpulkan bahwa penyederhanaan partai politik dalam Pemilu
2019 melalui verifikasi adalah tidak efektif. Ketiadaan penjelasan
demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa permohonan
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Pemohon tidak mempunyai argumentasi konstitusional baru untuk
dapat memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK. Dengan
demikian, telah ternyata materi muatan baru yang menjadi dasar
pengujian tidak dapat dibenarkan Mahkamah karena berbeda
dengan permohonan sebelumnya. Bahkan, dalam batas-batas
penalaran yang wajar, penerimaan permohonan terhadap ...
penerimaan Pemohon terhadap pemberatan persyaratan partai
politik menjadi peserta pemilu tanpa diikuti kewajiban atau beban
melakukan verifikasi adalah nalar yang tidak linier dan tidak
memiliki basis argumentasi yang kokoh bila diletakkan dalam
konteks penyederhanaan jumlah partai politik sebagai bagian dari
skenario memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Oleh
karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU
MK.

[3.10]Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon, namun oleh karena ketentuan yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah diuji dan
diputus sebelumnya oleh Mahkamah dengan dasar pengujian yang
sama, maka pokok permohonan & quo tidak dapat diajukan
kembali dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan
lebih lanjut.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan
Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan
belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua
ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya,
Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili.

Pengucapan Putusan telah selesai, salinan putusan bisa diambil di
lantai 4 setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 6 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 40




